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TENTANG

1ZIN OPERASIONAL LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA CIMAHI,

Menimbang

Mengingat

a.

1~

bahwa dalam rangka meningkatkan Program Pendidikan
Non Formal dan Informal peran sertn masyarankat sebagai
mitra Pemerintah diberi kesempatan vang seluas-luasnva
dalam penyelenggaraan pendidikan non formal dan
informal;

bahwit scbagaimana program dimaksud pada butir a di
atas penyelenggara pendidikan oleh masyarakat, perlu
diatur melalui perizinan penyelenggarannnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b di awas periu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olabmga Kots Cimahi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggarann Negara Yang Bersih Dan Bebas Dard
Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negarma
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kots Cimahl (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan  Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan  Antars Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan  Daernh  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembamn  Negarn  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) schbagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Awas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembnran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Memporhatikan

10,

12,

13.
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Peraturan Pemermtah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan  Daerah  Provinsi, Dan Pemerintahan
Dacrah  Kabupaten/Kota (Lembaran Negarn  Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penvelenggaraan Pendidikan sebagiaman
telah diubah dengan Pematuran Pemerintah Nomor 66
Tahun 2010 tentang Pengelolann dan Penyelenggnraan
Pendidikan, perlu  menetapkan Peraturan Menten
Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Nonformal;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor
81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non
Formal;

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008
tentang Urusan  Pemerintahan  Dacrah Kota  Cimahi
(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86
Seri D),

Keputusan Presiden Republik Indonesin Nomor 68 Tahun
1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan
Kerja;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 261 1U/1999, tentang penvelenggaraan
Kursus;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaun Republik
Indonesia  Nomor 0153/U/1981, tentang Pernturan
Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Kursus Pendidikan Luar Sekolah vang diselenggarnkan
Masyarakat;

Peraturan Dacrah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008
tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Dacruh
Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 88 Sen D) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas
Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi
Tahun 2011 Nomor 115 Seri D);

Peraturan Daecrah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014
tentang Penyelenggarann Pendidikan (Lembaran Daerah
Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);

Berdasarkan Proposial Permohonan Perpanjangan izin
dan PKBM FATIMIYAH nomor 02/PKBM-
Fatimiyah/X/2016 Bulan Oktober Tahun 2016

Bahwa berdasarkan laporan Tim Verifikasi lapangan
Tanggal 28 Bulan Oktober Tahun 2016, tentang
persyiaratan Pusat  Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM) FATIMIYAH dapat diberikan persetujuan
operasional pendidikan non formal dan informal yang
diselenggarankan masyarakat, bahwa izin
penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batns
batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan
vang beriaku;



Menetapkan

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA TENTANG IJIN OPERASIONAL LEMBAGA
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga

Alivmat

Telp
Jenis Pendidikan

Ketun Penyelenggira

Pusat Kegiatan Belajar Masvarakat
(PKBM) Fatimiyah

JL Cigugur Tengah Gg.H. Sudja’

No. 261 RtL06 Rw. 08 Cimahi
Tengah

(022) BoO18127

Kesetaraan Paket A, B, C, Taman Baca
Masyarakat (TBM), Kelompok Belajar
Usaha (KBU)

Drs. Ahmad Daud , MM

Izin penvelenggarann tersebut berlaku mulai bulan Oktober
Tahun 2016 dan berakhir sampai dengan bulan Oktober

Tahun 2019,

Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

I. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal
dan Informal yang diselenggarnkan masyurakat sedemikinn
rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnyva terhadap

masyarakat

2. Wajib  mentanti  peraturan  perundang-undangan  yang
berlaku atau yang akan ditentukan kemudian

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesusi dengan
ketentuan menurut model vang ditentukan

4. Wajib mengajukan permohonan baru sclambat-lambatnya
30 hari sebelum ijin ini berakhir

Keputusan ini mulad berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Cimahy
pada tanggnl % povembee 2010
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